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Abstrak
 Makalah ini membahas penjarahan dan kekerasan domestik yang muncul pasca 
bencana Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi 2018 yang melanda kota Palu, Donggala, 
dan sekitarnya. Pasca bencana, jumlah kasus penjarahan dan kekerasan domestik muncul 
dan meningkat di daerah terdampak bencana. Bencana memberikan dampak negatif pada 
masyarakat dan individu yang menjadi korban. General Strain Theory digunakan dalam 
tulisan ini untuk melihat bagaimana sumber-sumber ketegangan muncul dari dampak 
negatif bencana dan mempengaruhi perilaku dan tindakan korban bencana. Tulisan ini 
menyimpulkan bahwa ketegangan yang dihasilkan dari bencana mendorong korban untuk 
melakukan kejahatan berupa penjarahan dan kekerasan domestik.
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Pendahuluan
Latar Belakang
Bencana alam merupakan peristiwa yang tidak terhindarkan oleh manu-sia. Bencana adalah malapetaka se-
cara tiba-tiba, yang menyebabkan gangguan 
ekstrim terhadap berfungsinya suatu mas-
yarakat dan menyebabkan kerugian manu-
sia, material, atau lingkungan, yang melebi-
hi kemampuan masyarakat yang terkena 
dampak dalam mengatasi sumber dayanya 
sendiri (Pal & Gosh, 2018).
Indonesia sendiri terletak di salah satu 
titik rawan bencana teraktif di muka bumi. 
Sebagai negara yang terletak di daerah 
rawan, Indonesia berhadapan dengan 
berbagai risiko bencana; mulai dari tanah 
longsor, gempa bumi, hingga tsunami 
(UNISDR, 2009). 
Berdasarkan rekapitulasi data tahun 
2019 yang dihimpun oleh Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui 
Pusat Data Informasi dan Komunikasi 
Kebencanaan (Pusdatinkom), Indonesia 
mengalami 3.768 kejadian bencana alam 
yang sebagian besar merupakan peristiwa 
banjir, longsor, dan puting beliung.
BNPB mencatat bencana yang terjadi di 
Indonesia menyebabkan dampak yang cukup 
signifikan. Tercatat sebanyak 73.427 rumah 
mengalami kerusakan dengan rincian 15.765 
rumah rusak berat, 14.548 rusak sedang dan 
43.114 rusak ringan. Selain itu, Kerusakan 
juga terjadi pada 2.017 fasilitas yang terdiri 
dari 1.121 fasilitas pendidikan rusak, 684 
fasilitas peribadatan rusak, 212 fasilitas 
kesehatan rusak, 274 kantor rusak dan 442 
jembatan rusak. Lalu selain kerusakan fisik, 
sebanyak 478 korban meninggal dunia, 109 
hilang, 6,1 juta jiwa mengungsi dan 3.419 
luka-luka (BNPB, 2019). Ini menunjukkan 
bahwa Indonesia menjadi salah satu negara 
yang paling menerima risiko dampak dari 
terjadinya peristiwa bencana alam.
Berdasarkan analisis risiko, Bank Dunia 
pun menyatakan bahwa Indonesia menjadi 
salah satu negara yang berisiko korban yang 
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tinggi dari lebih dari satu jenis ancaman 
bencana dengan menempati urutan 12 dari 
35 negara teratas di dunia. Sebanyak 92 juta 
jiwa penduduknya tinggal di daerah yang 
berisiko tinggi bencana sehingga bahaya 
terjadinya bencana manusia dimasa depan 
sangatlah besar (World Bank, 2010).
Salah satu bencana alam yang terjadi di 
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir 
ini adalah bencana Gempa dan Tsunami 
Sulawesi yang terjadi pada tahun 2018 yang 
lalu.Bencana ini merupakan peristiwa gempa 
bumi berkekuatan 7,4 skalaritcher diikuti 
dengan tsunami yang melanda pantai barat 
Pulau Sulawesi pada tanggal 28 September 
2018. Bencana ini merupakan salah satu 
bencana yang cukup parah karena menelan 
korban dan kerugian yang sangat banyak 
(Lin & Henschke, 2018).
Permasalahan
Bencana Gempa dan Tsunami Sulawesi 
tentu membawa dampak yang negatif pada 
masyarakat, khususnya masyarakat kota 
Palu dan Donggala. Bencana alam yang 
diakibatkan oleh bahaya yang timbul dengan 
cepat seperti banjir, kebakaran hutan, dan 
badai, dapat menimbulkan konsekuensi 
yang luas bagi kota-kota dan lingkungan 
sekitarnya (Zahran, O’Conner Shelley, Peek, 
& Brody, 2009, dalam Zahnow, et al, 2017). 
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 
bencana dapat menghancurkan infrastruktur 
fisik dan menyebabkan gangguan sosial yang 
meluas dan kerugian finansial. Diberitakan 
bahwa banyak infrastruktur di kota Palu, 
Donggala, dan sekitarnya yang hancur. Hal 
ini sangat menghambat kegiatan masyarakat 
disana. 
Bencana ini membawa dampak negatif 
bagi masyarakat dengan munculnya kasus-
kasus kejahatan kekerasan. Peristiwa besar 
seperti bencana dapat mempengaruhi 
struktur sosial dan kohesi sosial lingkungan 
dan dengan demikian dapat mempengaruhi 
tingkat kejahatan dengan kekerasan (Curtis 
& Mills, 2011; Doucet & Lee, 2015; Frailing 
& Harper, 2016a, 2016b; Prelog, 2016; 
Spencer, 2017 ; Zahran et al., 2009, dalam 
Weil, et al, 2019). Ditengah kondisi yang 
memberi tekanan pada korban bencana 
alam dan tidak terkendalinya keutuhan 
masyarakat menyebabkan munculnya 
kemungkinan terjadi tindak kekerasan 
sebagai respon masyarakat. Dalam 
pemberitaan, disebutkan bahwa terjadi 
beberapa tindak kejahatan pasca gempa 
dan tsunami di Palu dan Donggala. Salah 
dua bentuk kekerasan yang banyak terjadi 
di bencana tersebut adalah penjarahan dan 
kekerasan domestik. Fenomena penjarahan 
dan kekerasan domestik yang muncul pasca 
bencana Gempa dan Tsunami Sulawesi 2018 
terjadi dikarenakan kondisi dan situasi pada 
masyarakat yang ditimbulkan dari dampak 
negatif bencana alam.
Kajian Literatur
Kejahatan dalam peristiwa bencana 
merupakan suatu fenomena yang mendapat 
perhatian para peneliti. Beberapa penelitian 
mengenai kejahatan dilakukan dalam 
kaitannya dengan peristiwa bencana 
alam. Dikatakan bahwa dalam peristiwa 
bencana, kejahatan dapat muncul kapan 
saja. Penelitian oleh Frailing, Harper, & 
Serpas (2015) misalnya, yang menunjukkan 
kejahatan dapat muncul di semua fase 
bencana alam, mulai dari pra, saat, dan 
pasca. Tiap-tiap fase ini pun memiliki 
karakteristik kejahatannya tersendiri.
Satu poin utama yang bisa diamati dan 
kita soroti dari peristiwa bencana alam 
adalah munculnya ketegangan atau stressor. 
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 
bencana alam sangat mempengaruhi 
struktur sosial dan kohesi sosial dari 
masyarakat korban bencana (Zahran, 
Shelley, Peek, & Brody, 2009; Weil, Barton, 
Rackin, Valasik, & Maddox, 2019) yang 
kemudian memunculkan stres diantara 
para korban bencana alam (Edwards, 1998; 
Ursano, Fullerton, & Terhakopian, 2008). 
Permasalahan mengenai stres ini pun juga 
menjadi poin utama dalam melihat penyebab 
kejahatan di beberapa penelitian mengenai 
peristiwa bencana alam (Parkinson & Zara, 
2013; Zahnow, 2017; Weitzman & Behrman, 
2016; Constable, 2008; Quarantelli & Dynes, 
1969).
41





General Strain Theory (GST) merupakan 
modifikasi dan bentuk lanjutan dari Strain 
Theory milik Robert K. Merton. Teori ini 
dikembangkan oleh Robert Agnew pada 
tahun 1992. Merton (1938, dalam Messner, 
2010) dalam teorinya, Strain Theory, 
menjelaskan bahwa dalam masyarakat 
terdapat tekanan berupa struktur sosial 
(sarana dan tujuan) yang harus dipenuhi oleh 
seseorang sebagai bagian dari masyarakat. 
Jika Strain Theory menekankan pentingnya 
ketidakmampuan dalam mencapai 
tujuan sebagai sumber ketegangan, GST 
mengidentifikasi beberapa tipe tambahan 
dari ketegangan itu sendiri. Agnew (2007) 
berargumen bahwa ketegangan tersebut 
cenderung menghasilkan emosi negatif 
seperti marah, frustasi, depresi, dan 
putus asa. Emosi tersebut yang kemudian 
membentuk tekanan sebagai “aksi 
membenarkan” kejahatan atau kenakalan 
sebagai respon yang paling mungkin terjadi.
Brezina (2010) menjelaskan bahwa 
teori ini berkembang sebagai respon dari 
kritik yang diberikan kepada Strain Theory 
yang dianggap tidak dapat menjelaskan 
perilaku kejahatan dan kenakalan 
orang kelas menengah ke atas. Karena 
itu, Agnew meyakini bahwa terdapat 
sumber ketegangan yang lainnya. Ia lalu 
mengembangkan konsepsi atau kategori dari 
ketegangan menjadi lebih luas. Ketegangan 
tidak hanya dilihat sebagai akibat dari 
ketidakmampuan mencapai tujuan (yang 
seringkali dikaitkan dengan konteks sukses 
secara ekonomi), namun juga sebagai akibat 
dari kegagalan dalam mencapai hasil yang 
diinginkan atau kegagalan dalam mencapai 
hasil yang dinilai adil dan pantas. Selain itu, 
Agnew juga menambahkan 2 kategori dari 
ketegangan: 1.the loss of positively valued 
stimuli , yaitu ketika seseorang mengalami 
kehilangan suatu hal positif didalam 
hidupnya, contohnya yaitu keluarga yang 
meninggal atau kehilangan barang berharga 
akibat pencurian; 2.the presentation of 
negatively valued stimuli , yaitu ketika 
seseorang mengalami pengalaman yang 
buruk, termasuk didalamnya adalah 
pengalaman kekerasan dan bullying.
Ada ribuan ketegangan yang masuk 
dalam tiga kategori Agnew (2002) dan ada 
beberapa yang lebih cenderung mengarah 
pada kejahatan, termasuk kegagalan untuk 
mencapai tujuan ketika tujuan itu mudah 
dicapai melalui kejahatan, penolakan 
terhadap orang tua, disiplin yang keras atau 
tidak menentu termasuk pelecehan anak, 
pengalaman negatif di sekolah, upah rendah 
atau tidak bekerja, kemiskinan, tuna wisma, 
hubungan yang kasar, dan mengalami 
prasangka atau diskriminasi. Jenis-jenis ini 
terutama bersifat kriminogenik bagi orang-
orang yang tidak memiliki mekanisme coping 
yang penting, termasuk temperamen yang 
stabil, kecerdasan yang tinggi, keterampilan 
pemecahan masalah, keterampilan sosial, 
kreativitas, dan self-efficacy. Agnew 
(2011) lebih lanjut berpendapat bahwa 
faktor-faktor penyebab kejahatan, seperti 
ketegangan yang ia gambarkan, dapat 
dipahami sebagai memiliki jumlah baseline 
yang relatif stabil serta deviasi jangka 
pendek dan deviasi situasional (Frailing 
Harper, 2017). Penyimpangan jangka pendek 
meningkatkan kesiapan untuk kejahatan, dan 
penyimpangan situasional meningkatkan 
motivasi langsung untuk kejahatan sebagai 
strategi penanggulangan. Teori ini percaya 
bahwa mengalami bencana, terutama 
bagi orang-orang yang juga mengalami 
ketegangan yang cenderung mengarah 
pada kejahatan dan yang tidak memiliki 
mekanisme penanggulangan yang penting, 
dapat berfungsi sebagai penyimpangan 
situasional yang meningkatkan motivasi 
untuk kejahatan tertentu.
Metode Penelitian
Kasus yang akan diteliti hanyalah 
kasus kekerasan berupa penjarahan dan 
kekerasan domestik yang terjadi saat 
dan pasca bencana gempa di Palu pada 
bulan September. Dalam studi kasus yang 
dilakukan, peneliti menggunakan metode 
analisis data sekunder. Data sekunder adalah 
data yang sudah ada sebelumnya yang telah 
dikumpulkan untuk tujuan yang berbeda 
atau oleh orang lain selain peneliti (Mcginn, 
42
Jurnal Kriminologi Indonesia
Volume 16 Nomer 2, November 2020
39-48
2008). Untuk data kasus yang akan dianalisis 
menggunakan data sekunder yang berasal 




Pada 28 Oktober 2018, terjadi gempa 
berkekuatan 7,4 skalaritcher yang diikuti 
tsunami yang melanda bagian utara dari 
pantai barat Pulau Sulawesi, Indonesia. Pusat 
gempa berada di utara kabupaten Donggala 
sejauh 26 Km dan barat laut Kota Palu sejauh 
80 Km. Gempa ini dirasakan dibeberapa 
wilayah disekitar kota Palu, termasuk kota 
Samarinda, Balikpapan, hingga Makassar. Di 
kota Palu sendiri, gempa ini menyebabkan 
tsunami setinggi 5 meter yang melanda kota 
tersebut. Berdasarkan penuturan Kepala 
Pusat Data Informasi dan Humas BNPM, 
Sutopo Purwo Nugroho, di wilayah Petobo 
sendiri, Likuefaksi sebagai akibat dari gempa 
merusak 2.050 bangunan di wilayah Petobo 
dan 366 bangunan di Jono Oge (Haryanti, 
2019). Selain itu, terdapat kerusakan pada 
67.310 rumah, 2.736 sekolah, dan 20 fasilitas 
kesehatan. Tidak hanya bangunan, 12 titik 
jalan disana juga rusak berat sehingga 
mempengaruhi berjalannya transportasi 
disana.
Selain secara fisik, bencana gempa dan 
tsunami serta likuefaksi yang ditimbulkan 
juga menelan korban jiwa yang banyak. 
Tercatat ada 237.216 korban, terdiri dari 
2.113 korban meninggal dunia, 1.309 orang 
hilang, 10.679 jiwa luka berat, dan sebanyak 
223.751 warga mengungsi di sejumlah titik 
(Tim CNN, 2018a). Gempa dan Tsunami yang 
melanda Palu memberikan dampak negatif 
yang masif bagi para warganya. Kondisi 
masyarakat yang tidak stabil menimbulkan 
beberapa permasalahan seperti penjarahan 
dan kekerasan domestik.
Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) melihat kondisi masyarakat 
yang dalam periode panik dan terbatasnya 
kebutuhan sehari-hari menyebabkan 
terjadinya penjarahan pasca-bencana gempa 
dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Juru 
Bicara BNPB, Sutopo, mengatakan bencana 
menimbulkan dampak yang signifikan pada 
korban, ditambah dengan seringnya terjadi 
gempa susulan. Pada masa ini, korban 
mengalami trauma atas gempa dan tsunami 
yang terjadi. Trauma mereka juga semakin 
diperparah dengan kerusakan rumah yang 
mereka alami dan kurang terpenuhinya 
kebutuhan dasar seperti makanan, 
minuman, dan kebersihan (Tim CNN, 2018b).
Berdasarkan pemaparan Ketua Asosiasi 
Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo), 
Roy N. Mandey, telah terjadi penjarahan 
di berbegai gerai ritel di kota Palu pasca 
bencana. Tercatat sebanyak 41 titik 
dijadikan lokasi penjarahan yang sebagian 
besar merupakn gerai minimarket. Selain 
itu, penjarahan juga dilakukan di Stasiun 
Pengisian Bahan-bakar Umum (SPBU). Di 
SPBU Jalan Pue Bongo, Kota Palu, ratusan 
orang melakukan penjarahan bensin dengan 
membawa jerigen, memanjat truk tangki, 
kemudian menyedot tangki penyimpanan 
bawah tanah dengan menggunakan selang 
untuk mengambil minyak. Iring-iringan truk 
bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 
(Sulbar) pun dijarah di wilayah perbatasan 
provinsi ketika hendak disalurkan ke Donggala 
(Hadian, 2018). Karopenmas Mabes Polri 
Brigjen Pol, Dedi Prasetyo, mengungkapkan 
bahwa telah dilakukan penangkapan atas 45 
pelaku penjarahan. Detail dari 45 orang tadi 
diketahui ditangkap di lokasi yang berbeda-
beda. 28 orang ditangkap di Mal Tatura, 7 
orang di ATM Center di Jalan Pue Bongo, 
7 orang lainnya di butik-butik di daerah 
Anjungan Nusantara, 2 orang di Grand Palu 
Mall, dan 1 orang di kantor PT Adira Finance 
(Briantika, 2018). Semua lokasi tersebut 
terletak di Kota Palu. Palu memang menjadi 
salah satu wilayah yang mengalami banyak 
penjarahan dikarenakan mengalami dampak 
paling parah dari bencana.
Selain penjarahan, kekerasan domestik 
juga menjadi kasus yang banyak dilaporkan 
pasca bencana. Tindak kekerasan terhadap 
perempuan dan anak di Sulteng, meningkat 
secara drastis, khususnya di wilayah 
terdampak bencana, yakni Kota Palu, 
Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. 
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Bentuk kekerasan yang terjadi adalah KDRT 
dan tindak pemukulan terhadap anak. 
Sebanyak 202 kasus laporan diterima dan 
dihimpun oleh beberapa pihak, diantaranya:
1.Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng 
mencatat sebanyak 11 kasus kekerasan 
terhadap perempuan dan anak terjadi 
pascabencana gempa bumi, tsunami dan 
likuifaksi di wilayah Kota Palu, Donggala dan 
Sigi (Pagasi). Bentuk kekerasan yang dialami 
korban, berupa kekerasan seksual, fisik, 
psikis, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(KDRT).
2.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi 
Tengah (Sulteng) mencatat, sampai Juni 
2019 sudah terjadi sebanyak 152 kasus 
kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
Dari 152 kasus yang melibatkan perempuan 
dan anak, korban anak laki-laki sebanyak 
24 orang dan perempuan/anak perempuan 
sebanyak 128 orang (Amindoni, 2019).
3.Kelompok Perjuangan Kesetaraan 
Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST) 
mencatat banyak kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT) terjadi pasca bencana. 
Setidaknya terdapat 7 kasus KDRT dilaporkan 
terjadi dalam kurun waktu November 2018-
Mei 2019. Ironisnya, kasus tersebut terjadi 
di tenda ramah perempuan. Sementara 
sepanjang Januari-Juli 2019 pasca bencana 
gempa Palu, Lingkar Belajar Untuk (LIBU) 
Perempuan dan KPKP-ST mencatat dari 12 
huntara yang mereka dampingi, terdapat 
134 kasus perempuan dan anak dengan 
KDRT sebanyak 26 kasus dan kekerasan 
terhadap ibu dan anak sebanyak 6 kasus 
(Rizal, 2019). Ketua KPKP-ST, Soraya Sultan, 
menduga stres akibat tidak terpenuhinya 
kebutuhan ekonomi, sementara bantuan 
logistik sudah tidak ada, menjadi penyebab 
banyaknya pengungsi yang melakukan dan 
mengalami kekerasan.
Analisis
Untuk melihat bagaimana gempa dan 
Tsunami yang terjadi dapat memunculkan 
kejahatan penjarahan dan kekerasan 
domestik di kota Palu dan Donggala, kita 
perlu melihat dampak yang ditimbulkan dari 
bencana tersebut secara makro dan mikro. 
Pada dasarnya, dampak makro ini mengubah 
kondisi masyarakat kota Palu dan Donggala. 
Ketika kondisi masyarakat berubaha akibat 
gempa dan tsunami, mereka tidak lagi dapat 
mempertahankan sistem sosial yang ada dan 
tidak dapat memberikan dukungan sosial 
pada anggotanya. Tidak hadirnya aspek 
sosial ini yang kemudian akan memunculkan 
dampak mikro yang akan mengubah kondisi 
individu dan keluarga (sebagai unit sosial 
terkecil).
Dalam lingkup makro, bencana alam 
membawa perubahan kepada komposisi 
populasi daerah dan sekitarnya yang 
terkena dampak dan dapat menghambat 
berjalannya fungsi masyarakat akibat 
berubahnya kegiatan rutin penduduk. 
Bencana alam secara inheren juga memiliki 
dimensi sosial karena mereka memperburuk 
kondisi ketidaksetaraan yang sudah ada 
sebelumnya dan mengganggu norma-norma 
sosial dan institusi yang ada (Klinenberg 
2002, Weitzman dan Behrman, 2016). 
Melalui dimensi sosial, bencana alam juga 
dapat berpengaruh terhadap fenomena 
kejahatan di suatu wilayah yang terkena 
bencana tersebut.
Terdapat dua cara gempa dan tsunami 
secara tidak langsung mempengaruhi 
kejahatan di kota Palu dan Donggala. 
Pertama, gempa dan tsunami mempengaruhi 
kejahatan dengan mengubah pola perilaku 
agregat penduduk kota Palu dan Donggala. 
Bencana mengubah gerakan atau pola 
rutin penduduk, yang dapat meningkatkan 
peluang munculnya kejahatan dengan 
mengganggu keseimbangan yang ada 
antara pelaku, pengawas, dan target (Cohen 
& Felson, 1979, dalam Zahnow, 2017). 
Kedua, gempa dan tsunami mempengaruhi 
kejahatan di lingkungan masyarakat dengan 
mengubah kapasitas masyarakat kota Palu 
dan Donggala. Sebagai contoh, bencana 
dapat memperburuk kerentanan terhadap 
kejahatan yang sudah ada dengan mengikis 
ikatan sosial dan merusak kemampuan 
masyarakat untuk menanggapi kejahatan 
(Erikson, 1976; Frankenberg, Nobles, & 
44
Jurnal Kriminologi Indonesia
Volume 16 Nomer 2, November 2020
39-48
Sumantri, 2012, dalam Zahnow, 2017).
Dari kedua cara tadi, gempa dan tsunami 
yang terjadi kemudian memberikan kondisi 
krisis bagi masyarakat Palu dan Donggala 
yang terkena dampaknya. Semasa krisis, 
sistim dan institusi yang ada dapat menjadi 
lemah dan rusak sehingga kehilangan 
kemampuannya untuk melindungi 
masyarakat secara fisik dan sosial: Penegak 
hukum mengalami hambatan dalam 
bekerja; aspek kesehatan korban yang 
kurang dipenuhi; dan pelayanan sosial 
pada masyarakat seringkali tidak berfungsi 
dengan baik. Banyak warga yang kehilangan 
rumah atau terpaksa meninggalkan rumah, 
dan mereka yang bertahan tinggal tidak lagi 
memiliki kemampuan untuk beraktivitas. 
Keluarga dan masyarakat terpecah dan 
semakin individualistis yang berakibat pada 
hancurnya kohesi sosial. Hal ini menjadikan 
sistem dukungan sosial dan perlindungan 
yang ada menjadi hancur.
Kondisi krisis ini berisiko mendorong 
terjadinya kejahatan. Dalam lingkup makro, 
kondisi krisis ini berdampak langsung 
pada individu dan keluarga sehingga 
mengalami suatu pra kondisi yang mengarah 
pada kejahatan. Faktor struktural yang 
menciptakan pra kondisi yang mendorong 
terjadinya kejahatan saat bencana 
diantaranya kemiskinan, gangguan keluarga, 
upah rendah, atau tidak ada pekerjaan dan 
pengalaman prasangka atau diskriminasi 
(Frailing & Harper, 2017). Hancurnya 
infrastruktur dan akses menyebabkan 
perekonomian masyarakat terhambat juga. 
Banyak warga yang kehilangan tempat 
tinggal, aset, dan harta bendanya. Kondisi ini 
kemudian yang menyebabkan individu dan 
keluarga mengalami strain atau ketegangan. 
Bencana sebagai sumber ketegangan 
menyebabkan beberapa ketegangan 
bagi korban gempa dan tsunami di Palu, 
diantaranya:
Kondisi Ekonomi yang Tidak Stabil
Ada tekanan besar pada setiap orang 
yang selamat dari bencana ketika mereka 
mencoba membangun kembali kehidupan 
mereka (Parkinson, Debra & Zara,  2013). 
Ketika bencana, rusaknya Infratruktur dan 
tertutupnya akses transportasi dan jaringan 
menyebabkan kegiatan ekonomi di kota 
Palu dan sekitarnya menjadi terhenti. Para 
korban tidak dapat melakukan pekerjaan dan 
menghasilkan uang. Hal ini menyebabkan 
pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi 
terhambat juga. Selain kehilangan harta 
benda pada saat bencana, para keluarga 
juga mengalami tuntutan pemenuhan 
kebutuhan Ditambah dengan kondisi 
masyarakat yang menjadi korban bencana 
mengalami kehilangan dan kerugian dalam 
perekonomiannya sehingga mereka tidak 
dapat memenuhi kebutuhannya.
Tuntutan Kepala Keluarga
Di lingkungan keluarga pada masyarakat 
Indonesia yang masih berlandaskan 
patriarki, kepala keluarga atau suami 
memiliki kewajiban untuk menafkahi 
keluarganya. Pandangan maskulinitas yang 
melihat laki-laki, dalam konteks keluarga, 
harus dapat mencapai kesuksesan ekonomi 
menyebabkan adanya ekspetasi dan tuntutan 
tersendiri bagi mereka. Selain itu, laki-laki 
mungkin lebih cenderung mengejar dan 
mengalami kesulitan mencapai beberapa 
tujuan yang normatif dan berisiko untuk 
mendorong terjadinya kejahatan, termasuk 
status maskulin, otonomi, dan keberhasilan 
finansial (Agnew & Brezina, 2010). Kondisi 
yang disebabkan oleh bencana menyebabkan 
mereka tidak dapat mencapai hal tersebut. 
Jika laki-laki berada dalam posisi yang tidak 
semestinya, ini menunjukkan salah satu 
kecacatan dari kontruksi sosial yang ada 
tentang gender yang mengekspetasikan laki-
laki harus memiliki beberapa karateristik 
tertentu, khususnya dalam hal ekonomi, 
karena mereka laki-laki (Parkinson, Debra & 
Zara,  2013). 
Stress dan Kesehatan Mental yang 
Terganggu
Berdasarkan pengamatan WHO (2005), 
bencana mengganggu lingkungan fisik 
dan sosial yang membentuk masalah 
kesehatan mental, termasuk kekerasan. 
Telah diakui bahwa sebagian besar orang 
yang terkena bencana mengalami stres dan 
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reaksi emosional setelah bencana sebagai 
‘respon normal terhadap situasi abnormal’ 
(Fernandes & V., 2014). Efek-efek ini dapat 
memiliki dampak langsung dan jangka 
panjang pada kekerasan, diantaranya: 
meningkatnya stres dan perasaan tidak 
berdaya karena berkabung, kehilangan harta 
benda dan kehilangan mata pencaharian; 
masalah kesehatan mental seperti 
gangguan stres pascatrauma; kelangkaan 
kebutuhan dasar. Pengalaman bencana yang 
menakutkan, serta kondisi pasca bencana 
yang serba kekurangan menyebabkan banyak 
orang mengalami stress. Tidak sedikit dari 
mereka yang pada akhirnya memiliki kontrol 
diri dan coping yang rendah. Seringkali, 
ketegangan yang mereka alami akibat stress 
sering dilampiaskan ke berbagai tindakan. 
ketegangan bencana spesifik ini dapat 
dipahami termasuk dalam kategori 
kehilangan sesuatu yang positif (kehilangan 
orang yang dicintai, harta benda, dan 
pendapatan) dan pengalaman negatif 
(bencana gempa dan tsunami dan 
tanggapan pemerintah yang lambat). Selain 
itu, ketegangan ini dapat menyebabkan 
emosi negatif, termasuk kemarahan, dan 
kemudian ke coping yang kriminal (Frailing 
& Harper, 2017). Emosi inilah yang nantinya 
akan memaksa para korban bencana untuk 
melakukan kejahatan berupa tindakan 
kekerasan.
Pelampiasan emosi kedalam bentuk 
kekerasan didorong oleh beberapa hal yaitu 
hancurnya ikatan sosial dan lambatnya 
respon dari pemerintah. Agnew dan Brezina 
(2010) melihat bahwa ketegangan dapat 
menyebabkan kejahatan karena mengurangi 
tingkat kontrol sosial seseorang. Ketegangan 
sering melibatkan perlakuan negatif oleh 
pemerintah dan orang. Selain itu, perlakuan 
negatif dapat mengurangi kontrol langsung 
(pengawas) yang dilakukan terhadap 
individu. Rasa keterikatan individu dengan 
yang lainnya menjadi renggang dan tidak 
hadirnya kontrol dari pihak yang berwenang 
akhirnya mendorong korban bencana untuk 
melakukan kejahatan. Satu kemungkinan 
yang menarik adalah bahwa ketegangan 
tertentu lebih kondusif untuk emosi negatif 
tertentu daripada yang lain, dan bahwa emosi 
tertentu lebih kondusif untuk beberapa jenis 
kejahatan daripada yang lain. Misalnya, 
kemarahan mungkin paling kondusif untuk 
kekerasan dan frustrasi terhadap kejahatan 
properti atau perampokan dan penjarahan 
(Agnew & Brezina, 2010).
Rasa marah para korban bencana akibat 
tidak dapat terpenuhinya kebutuhan 
ekonomi menyebabkan mereka akhirnya 
mengambil jalan pintas dengan melakukan 
kejahatan. Agnew dan Brezina (2010) 
mengatakan bahwa ketegangan yang dialami 
korban dapat mengurangi keyakinan bahwa 
kejahatan itu salah, karena ikatan individu 
dengan mereka yang mengajarkan keyakinan 
ini melemah. Pengalaman ketegangan juga 
dapat menumbuhkan kepercayaan yang 
mendukung kejahatan, khususnya keyakinan 
yang mendefinisikan kejahatan sebagai 
respons yang diinginkan, dapat dibenarkan, 
atau dimaafkan. Akibatnya, banyak korban 
bencana yang kemudian melampiaskan 
amarahnya dengan melakukan penjarahan 
ke toko-toko maupun supermarket untuk 
memenuhi kebutuhannya. Orang-orang, 
sebagian besar, tidak mencuri barang-
barang dari toko untuk keuntungan atau 
keuntungan pribadi mereka sendiri tetapi 
mengambil barang-barang, peralatan dan 
makanan penting untuk kelangsungan hidup 
mereka. Dalam kehidupan para penjarah 
pasca bencana, mereka dihadapkan 
dalam kondisi yang membuat mereka 
membutuhkan sumber daya (McCluskey, 
2009). Yang disebut sebagai “penjarah” ini 
kemungkinan besar mendapati diri mereka 
memiliki sedikit atau tanpa harta, tanpa 
tempat berlindung dan tanpa makanan atau 
air bersih dan naluri bertahan hidup dasar 
mereka untuk mencari tempat berteduh 
dan makanan kemudian mengambil alih diri 
mereka.
Selain penjarahan, kekerasan domestik 
juga menjadi keluaran dari dilampiaskannya 
emosi frustasi dari korban gempa dan 
tsunami di kota Palu dan Donggala. 
Dalam siklus kekerasan yang disebutkan 
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Gover (2009), kekerasan domestik dapat 
dijelaskan dalam 2 tahap. Tahap pertama 
yaitu Tension-Building, yang terjadi saat 
dan pasca bencana. Pada tahap ini, stres 
mulai terkumpul dan ketegangan mulai 
terbentuk pada individu atau keluarga yang 
menjadi korban. Tahap kedua yaitu Tahap 
Explosive, yang terjadi pasca bencana pada 
masa-masa upaya pemulihan. Pada tahap 
ini, korban mulai melepaskan akumulasi 
stresnya dengan melakukan kekerasan 
terhadap pasangannya dalam suatu 
tindakan kemarahan. Jika penegak hukum 
terlibat dalam tahap ini, banyak penganiaya 
yang tetap berada di tempat kejadian sering 
terlihat sangat tenang dan dikumpulkan 
kepada petugas, karena tekanan mereka 
dilepaskan melalui tindak kekerasan mereka.
Witzman & Behrman (2016) melihat 
bencana dapat meningkatkan ancaman 
IPV karena beberapa alasan. Pertama, 
dari perspektif psikologis sosial, bencana 
meningkatkan trauma dan ketidakpastian, 
yang dapat menyebabkan peningkatan 
volatilitas hubungan dan penggunaan 
narkoba yang mendorong terjadinya IPV. 
Kedua, bencana dapat berkontribusi pada 
IPV dengan memengaruhi sumber daya 
pribadi pria dan wanita secara negatif 
dan ekonomi rumah tangga. Pengurangan 
yang berhubungan dengan bencana dalam 
sumber daya material laki-laki dapat 
menyebabkan meningkatnya penggunaan 
kekuatan di antara laki-laki yang memandang 
kekerasan sebagai alat persuasi yang dapat 
diterima tanpa adanya alternatif. Di tingkat 
rumah tangga, perubahan pendapatan 
dapat menimbulkan tekanan finansial, 
berkontribusi pada tingkat konflik yang lebih 
tinggi. Dari alasan-alasan tadi menyebabkan 
para kepala keluarga disana mengalami 
rasa frustasi sehingga seringkali mereka 
melampiaskan emosinya kepada anggota 
keluarganya.
Kesimpulan
Gempa dan Tsunami Sulawesi pada tahun 
2018 memberi dampak yang negatif bagi 
masyarakat yang menjadi korbannya. Secara 
makro, gempa dan tsunami mengubah 
kondisi masyarakat disana dengan cara 
mengubah pola perilaku agregat dan 
kapasitas masyarakat disana. Lalu secara 
mikro, perubahan tadi menyebabkan 
kondisi krisis pada individu dan keluarga 
yang menjadi korban gempa san tsunami. 
Kondisi krisis ini kemudian memunculkan 
ketegangan dalam diri korban bencana. 
Ketegangan ini bersumber dari keadaan 
ekonomi yang tidak stabil, tuntutan bagi 
kepala keluarga, dan juga stres. Ketegangan 
ini akan memunculkan emosi negatif dalam 
diri korban bencana yang kemudian akan 
mendorongnya melakukan kejahatan 
kekerasan. Emosi amarah akibat kesusahan 
ekonomi akan memaksa masyarakat 
melakukan penjarahan. Sementara 
emosi frustasi akibat stres dan tekanan 
mendorong laki-laki sebagai kepala keluarga 
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